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PERATURAN MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 7 TAHUN 2021
TENTANG
PENGGUNAAN SPEKTRUM FREKUENSI RADIO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang

Mengingat

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 502 Peraturan
Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan
Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Pasal 67 Peraturan
Pemerintah Nomor 46 Tahun 2021 tentang Pos,
Telekomunikasi, dan Penyiaran, perlu menetapkan Peraturan
Menteri Komunikasi dan Informatika tentang Penggunaan

Spektrum Frekuensi Radio;

1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang
Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3881);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang
Penyiaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2002 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4252);
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Menetapkan

10.

11.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang
Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4916);

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta
Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020
Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6573);

Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang
Penyelenggaraan Telekomunikasi (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 107, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3980);
Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2000 tentang
Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio dan Orbit Satelit
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000
Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3981);

Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang
Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021
Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6617);

Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2021 tentang
Pos, Telekomunikasi, dan Penyiaran (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 56, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6658);
Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2015 tentang
Kementerian Komunikasi dan Informatika (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 96);
Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 6
Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Kementerian Komunikasi dan Informatika (Berita Negara

Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 103);

MEMUTUSKAN:

PERATURAN MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
TENTANG PENGGUNAAN SPEKTRUM FREKUENSI RADIO.
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BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.

Telekomunikasi adalah setiap pemancaran, pengiriman
dan atau penerimaan dari setiap informasi dalam bentuk
tanda-tanda, isyarat, tulisan, gambar, suara, dan bunyi
melalui sistem kawat, optik, radio, atau sistem
elektromagnetik lainnya.

Penyiaran adalah kegiatan pemancarluasan siaran
melalui sarana pemancaran dan/atau sarana transmisi
di darat, di laut atau di antariksa dengan menggunakan
spektrum frekuensi radio melalui udara, kabel, dan/atau
media lainnya untuk dapat diterima secara serentak dan
bersamaan oleh masyarakat dengan perangkat penerima
siaran.

Spektrum Frekuensi Radio adalah gelombang
elektromagnetik dengan frekuensi lebih kecil dari 3000
GHz yang merambat di udara dan/atau ruang angkasa
yang berfungsi sebagai media pengiriman dan/atau
penerimaan informasi untuk keperluan antara lain
penyelenggaraan Telekomunikasi, penyelenggaraan
Penyiaran, penerbangan, pelayaran, meteorologi,
penginderaan jarak jauh, dan astronomi.

Alat Telekomunikasi adalah setiap alat perlengkapan
yang digunakan dalam bertelekomunikasi.

Perangkat Telekomunikasi adalah sekelompok Alat
Telekomunikasi yang memungkinkan bertelekomunikasi.
Stasiun Radio adalah satu atau beberapa perangkat
pemancar atau perangkat penerima atau gabungan dari
perangkat Pemancar Radio dan Penerima Radio termasuk
alat perlengkapan yang diperlukan di satu lokasi untuk
menyelenggarakan komunikasi radio.

Pemancar Radio adalah Alat Telekomunikasi yang

menggunakan dan memancarkan gelombang radio.
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

Penerima Radio adalah Alat Telekomunikasi dan/atau
Perangkat Telekomunikasi yang menggunakan dan
menerima gelombang radio.

Alokasi Frekuensi Radio adalah pencantuman pita
frekuensi tertentu dalam tabel alokasi frekuensi untuk
penggunaan oleh satu atau lebih dinas komunikasi radio
teresterial atau dinas komunikasi radio ruang angkasa
atau dinas radio astronomi berdasarkan persyaratan
tertentu. Istilah alokasi ini juga berlaku untuk
pembagian lebih lanjut pita frekuensi tersebut di atas
untuk setiap jenis dinasnya.

Optimalisasi Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio
yang selanjutnya disebut Optimalisasi adalah upaya
meningkatkan nilai manfaat dari Spektrum Frekuensi
Radio.

Pita Frekuensi Radio adalah bagian dari spektrum
frekuensi radio yang mempunyai lebar tertentu.

Kanal Frekuensi Radio adalah bagian dari pita frekuensi
radio yang ditetapkan untuk suatu stasiun radio.

Izin Pita Frekuensi Radio yang selanjutnya disingkat IPFR
adalah izin penggunaan spektrum frekuensi radio dalam
bentuk pita frekuensi radio berdasarkan persyaratan
tertentu.

Izin Stasiun Radio yang selanjutnya disingkat ISR adalah
izin penggunaan spektrum frekuensi radio dalam bentuk
kanal frekuesi radio berdasarkan persyaratan tertentu.
Izin Kelas adalah izin penggunaan Spektrum Frekuensi
Radio yang melekat pada Alat Telekomunikasi dan/atau
Perangkat Telekomunikasi yang telah memenuhi standar
teknis dan digunakan berdasarkan persyaratan tertentu.
Biaya Hak Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio yang
selanjutnya disebut BHP Spektrum Frekuensi Radio
adalah kewajiban yang harus dibayar oleh setiap

pemegang izin penggunaan Spektrum Frekuensi Radio.
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Biaya Hak Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio untuk
Izin Pita Frekuensi Radio yang selanjutnya disingkat BHP
IPFR adalah kewajiban yang harus dibayar oleh setiap
pemegang IPFR.

Biaya Hak Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio untuk
Izin Stasiun Radio yang selanjutnya disingkat BHP ISR
adalah kewajiban yang harus dibayar oleh setiap
pemegang ISR.

Surat Pemberitahuan Pembayaran yang selanjutnya
disingkat SPP adalah surat pemberitahuan besaran BHP
Spektrum Frekuensi Radio kepada pemohon izin
penggunaan Spektrum Frekuensi Radio.

International Telecommunication Union yang selanjutnya
disingkat ITU adalah Perhimpunan Telekomunikasi
Internasional di bawah Perserikatan Bangsa Bangsa
(United Nation).

Fasilitas Layanan Perizinan Spektrum Frekuensi Radio
adalah sarana atau media untuk dapat melakukan
proses perizinan Spektrum Frekuensi Radio.

Hari adalah hari kerja sesuai dengan yang ditetapkan
oleh Pemerintah Pusat.

Menteri adalah Menteri yang menyelenggarakan urusan
pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika.
Kementerian adalah Kementerian yang
menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang
komunikasi dan informatika.

Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Sumber Daya
dan Perangkat Pos dan Informatika.

Direktorat Jenderal adalah Direktorat Jenderal Sumber
Daya dan Perangkat Pos dan Informatika.

Kantor adalah kantor Direktorat Jenderal atau kantor

unit pelaksana teknis Direktorat Jenderal di daerah.
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